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RINGKASAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul “Pemerintahan
Kelurahan Menteng Jakarta Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta™. Dengan melakukan pengamatan di
calah satu kelurahan di Kotamadya lJakarta Pusat yaitu di Kelurahan Menteng,
menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif yang didukung Sumber Data
Sekunder vang terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Ilukum Sekunder, dan
menggunakan Metode Pengumpulan Data Studi Literatur dan Wawancara. Kemudian
data vang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisa dengan secara Deskriptif
Kualitatif dengan menggunakan Metode Deduktif.

Masalah yang dibahas dalam Skripsi ini adalah peran Pemerintah
Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan
masyarakat dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat dengan tujuan vang terdirt dari tujuan umum dan tujuan khusus.

Kelurahan Menteng terletak di Kecamatan Menteng Kotamadya Jakarta
Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 243,92 [la, memiliki karyawan sebanyak 11
orang dan 3 orang staf serta 2 orang karyawan dan 1 orang staf dari Subseksi
Kependudukan vang ditempatkan di Kelurahan Menteng dengan sistem lima hari
kerja Senin sampai Jum’at, Sabtu dan Minggu libur, jam kerja mulai pukul 08.00
sampai pukul 16.00 WIB. Dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan
September 2000 sebanyak 41578 jiwa.

Dalam melakukan kegiatan pelayanan masyarakat Kelurahan Menteng
berupava melakukan yang terbaik sesuai dengan Komitmen Gubernur Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Visi dan Misi Pemerintahan Jakarta Pusat dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan kota Jakarta
sebagai kota pelayanan (Service City), dimana pelayanan masyarakat di Kelurahan
Menteng antara lain terdiri dari pembinaan masyarakat dan pegawai; pelayanan

masyarakat di bidang kependudukan, bidang  keamanan dan ketertiban, bidang
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ekonomi pembangunan, bidang pertanahan, bidang nikah, talak, cerai dan rujuk:
kegiatan fisik dan sosial, serta kegiatan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat
(Kamtibmas).

Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng Jakarta
Pusal atau Anggaran Kelurahan yang disebut juga dengan APPKK (Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan) disusun setiap Tahun Anggaran
atas hasil Musyawarah tingkat Kelurahan dengan berpedoman kepada Program Kerja
Tahunan (PKT) di bidang pemerintahan, pembangunan, serta keamanan dan
ketertiban yang disusun olch Bendaharawan APPKK bersama-sama Lurah Menteng,
dan tidak boleh mengambil alih masalah yang menjadi wewenang instansi lain serta
penggunaan Anggaran Kelurahan Menten dilakukan berdasarkan prinsip hemat, tidak
mewah, dan efisien.

Di era reformasi sekarang ini dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai
Kota Pelayanan (Service City) yang paling utama adalah meningkatkan kinerja
seluruh aparal Kelurahan di Jakarta umumnya dan di Kelurahan Menteng khususnya
agar pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dalam arti cepat, tepat,
dan murah, serta diharapkan agar Kelurahan di Jakarta umumnya dan Kelurahan
Menteng khususnya dapat menggali potensi diluar sektor jasa, industri, dan

perdagangan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
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DAFTAR LAMPIRAN
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Propinsi DK Jakarta |

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan
dan Pengeluaran Keuangan Anggaran Kelurahan di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta :

Pengumuman Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Tanpa Dipungut Retribusi (Gratis) dan Masa Berlaku
K'TP Menjadi 5 Tahun |

Nama karyawan dan stal di lingkungan Kelurahan Menteng Jakarta

Pusat.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Jakarta yang kini telah memasuki usia 474 tahun mempunyai
perjalanan sejarah yang cukup panjang . Tumbuh dan berkembang dari sebuah kota
pelabuhan kuno yang bernama Sunda Kelapa dari abad ke-12, merupakan sebuah
pelabuhan dari Kerajaan Hindu Sunda (Pajajaran) dengan Ibukota Pakuan Pajajaran.
dengan pusat Kerajaan di daerah pedalaman Bogor. Pelabuhan Sunda Kelapa
merupakan sarana transportasi dan pusat perdagangan dengan kerajaan atau bangsa
lain melalui laut yang dihubungkan dengan Pusat Kerajaan Pajajaran oleh sungai
Ciliwung yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman. (Biro Bina Pemerintahan
Kelurahan, 2000 : 2).

Setelah Fatahillah berhasil mengalahkan Portugis pada tanggal 22 Juni
1527, vang untuk selanjutnya peristiwa ini diperingati sebagai hari jadi kota Jakarta,
kemudian mendirikan kota Jayakarta diatas puing-puing Benteng Portugis, dekat
muara Sungai Ciliwung. Segera setelah itu menunjuk pembantu-pembantunya untuk
memerintah kota baru, yang diberi nama Jayakarta, tentang pemerintahan kota baru
vang sesungguhnya tidak dapat diketahui secara tepat. (Biro Bina Pemerintahan
Kelurahan, 2000 : 3)

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia adalah daerah
propinsi vang mempunyai ciri tersendiri, sebab keberadaannya sebagai pusat
pemerintahan negara, pusat perdagangan, pusat industri dan jasa merupakan salah
satu faktor yang mendorong penduduk dari luar Jakarta datang ke lakarta untuk
mencari pekerjaan, disamping itu ada faktor lain seperti pertambahan penduduk
secara alamiah - akibatnya jumlah penduduk Propinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta
bertambah dengan cepat setiap tahun, yang pada gilirannya menimbulkan berbagai
persoalan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Dacrah Khusus Ibukota

Jakarta
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Ciri-ciri tersendiri yang dimiliki oleh Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
adalah sebagai berikut :

I sebagai kota pusat pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan
sesudah kemerdekaan, yaitu sebagai kota tempat diawali Kebangkitan Nasional
tanggal 20 Mei 1908, tempat dicetuskan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober
1928, tempat dikumandangkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17
Agustus 1945, bangkit dan jatuhnya Orde Baru, serta tempat lahirnya Reformasi.

2. sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pusat kegiatan
pemerintahan nasional, kegiatan politik, pertahanan dan keamanan, sekaligus
sebagai pintu gerbang utama hubungan internasional,

3. sebagai Daerah Khusus Ibukota yang mempunyai kedudukan yang sama alau
sejajar dengan propinsi lainnya di Indonesia;

4. sebagai wilayah yang terdiri dari lingkungan dan kehidupan perkotaan;

‘h

. sebagai wilayah yang tidak memiliki DPRD 11 (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat I1).

Untuk menetapkan status Kota Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka
dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta. Sesuai dengan
perkembangan Peraturan Daerah maka setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, sebagai realisasi dari
pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 maka Susunan Pemerintahan Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta mengatur ketentuan sistem
pemerintahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan status Kota Jakarta sebagal
Ibukota Jakarta.

Setelah adanya refomasi. maka sebagai dasar pelaksanaan pemerintah
daerah telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah vang dalam pasal 117 disebutkan bahwa “ lbukota Negara

Republik Indonesia , Jakarta, karena kedudukannya diatur tersendiri dengan Undang-

Undang . Maka berdasarkan hal tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 34
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Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik
Indonesia Jakarta. (Biro Bina Pemerintahan Kelurahan, 2000 : 7).

Berdasarkan uraian diatas , salah satu upaya Pemerintah Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menghadapi pekembangan penduduk tersebut
adalah dengan menata dan mengembangkan administrasi pemerintahan kelurahan
(ermasuk  Kelurahan Menteng yang bertujuan untuk meningkatkan eleklivitas
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 felah ada jauh sebelum diundangkan Undang-Undang itu yang jumlahnya
berkembang sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan kehidupan sosialnya.

Sedemikian luas permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jakarta), maka penulis melakukan
pengamatan pada salah satu kelurahan yang berada di Kotamadya Jakarta Pusat yaitu
di Kelurahan Menteng untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemerintahan di
wilayah itu Karena kelurahan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung
dengan masyarakat terutama dalam hal kegiatan pelayanan masyarakal. Untuk 1tu
diperlukan suatu gerak yang dinamis dari aparat kelurahan yang bertanggungjawab
dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
wilayahnya dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dengan demikian perlu
ada suatu kerjasama vang baik antara aparat kelurahan, aparat lain yang terkait
termasuk juga dengan masyarakat Kelurahan Menteng dengan mengutamakan
keberhasilan seluruh program pemerintah, disamping itu sesuai dengan Penjelasan
{mum Alinea IV Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 “untuk memberikan
peluang bagi terciptanya penyelenggaran pemerintahan yang transparan dan
demokratis. di tingkat Kelurahan dibentuk Dewan Kelurahan yang berfungsi sebagai
forum pemberdayaan masyarakat™.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kelurahan Menteng, tidak hanya
melaksanakan pembangunan secara fisik tetapi juga pembangunan non fisik seperti

peningkatan pelayanan masyarakat, pembinaan koperasi, pembinaan hukum,
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penekanan laju pertumbuhan penduduk, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
masalah lingkungan hidup, pembenahan dan perbaikan administrasi kelurahan. dan
sebagainya Ilambatan yang bisa ditemui di Kelurahan Menteng dalam pembangunan
fisik adalah sulitnya untuk mendapatkan lahan kosong, untuk mendapatkan lahan
kosong harus melakukan pembebasan tanah dengan memberikan ganti rugi yang
pantas  kepada pemilik tanah sedangkan dalam pembangunan non lisik adalah
kurangnya partisipasi masyarakat, maka untuk lebih meningkatkan peran masyarakat
Kelurahan Menteng dalam waktu dekat di Kelurahan Menteng akan dibentuk Dewan
Kelurahan sesuai dengan Surat Fdaran Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan
Propinsi  Daerah  Khusus [bukota Jakarta Nomor 478 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Dewan Kelurahan dan Dewan Kota serta Surat Edaran Walikotamadya
Jakarta Pusat Nomor 385 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Kelurahan.
Berangkat dari fenomena wacana di atas maka penulis terinspirasi untuk
menulis dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
1999 di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat , Khususnya tentang pemerintahan . Untuk
itu penulis memilih dan menyusun skripsi dengan judul : “Pemerintahan Kelurahan
Menteng lakarta Pusat Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta .

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Winarno Surachmad (1982 : 34) masalah dapat diartikan
sebagai setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya
sedangkan Muhammad Nasir (1993 : 133) mendefinisikan masalah sebagai sesuatu
yang timbul karena ada tantangan, kesangsian, atau kebingungan terhadap suatu hal,
adanya kemenduaan arti , adanya halangan, adanya celah antara kegiatan yang telah
ada dan yang akan ada .

Berdasarkan pendeskripsian latar belakang masalah, maka dalam
penyusunan skripsi ini penulis memfokuskan pembahasan permasalahan scbaga

berikut.
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| Bagaimanakah peran Pemerintah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam
penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat 7
2. Bagaimanakah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng

Jakarta Pusat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini memiliki tujuan yang diklasifikasikan menjadi
dua vaitu.
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah
untuk mengkaji sejauh mana pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah

Kelurahan Menteng Jakarta Pusat di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah.
| Untuk mengetahui peran Pemerintah Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam
penvelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat;
2 Untuk mengetahui penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan

Menteng Jakarta Pusat.

1.4 Metodologi Penulisan

Menurut Sutrisno Hadi (1980 : 63) , metodologi adalah usaha untuk
menemukan. mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha
mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah sedangkan Bambang Waluyo
(1996 - 17) menyatakan metodologi adalah suatu jalan ke pengetahuan, suatu sistem
dari teknik dan prosedur untuk mendapatkan data.

Untuk itu penulis akan menguraikan penulisan skripsi i dengan

metodologi sebagai berikut.
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1.4.1 Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah diatas, metode pendekatan masalah yang
digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif
adalah pendekatan dengan menelaah hukum yang berisi konsep-konsep secara
teoritis, pendapat para sarjana serta bahan-bahan hukum lain (Soerjono Soekanto,
1986 - 115). seperti yurisprodensi, karya ilmiah kalangan hukum, pendapat para ahli,
serta  produk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.

1.4.2 Sumber Data
Sumber data diambil dari data sekunder. Sumber data sekunder adalah
sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang
merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di
perpustakaan atau milik pribadi penulis (Hilman Hadikusuma, 1995 : 65). Dalam
penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data sekunder dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, artikel, karya tulis pertemuan
ilmiah, dan sebagainya ditambah dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa
pihak yang terkait antara lain :
| Ganefin Prakoso. S. Sos (Sekretaris Kelurahan Menteng Jakarta Pusat);
2 Fatimah Saleh (Kepala Urusan Umum Kelurahan Menteng Jakarta Pusat):
3. Ismail Ilasan (Kepala Lingkungan V Kelurahan Menteng Jakarta Pusat);
4. Sanwaci ( salah satu stal Kelurahan Menteng Jakarta Pusat).
Sumber data sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini
terdiri darn .
4 Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum vang mengikat berupa
peraturan perundang-udangan yang berlaku. Dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan Undang Undang Nomor 34 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Propinsi DK Jakarta;
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b Bahan Hukum Sckunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer seperti pendapat, ajaran, dan anggapan para ahl
vang tercantum dalam karya tulis ilmiah mandiri maupun berupa artikel -artikel
lepas atau data-data yang terdapat pada instansi.

(Soerjono Soekanto, 1986 : 52).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara
sebagai berikut :
| metode studi literatur (kepustakaan) dengan mempelajari buku literatur, artikel,
karva tulis ilmiah, pendapat para ahli, peraturan perundang-undangan yang terkait

denngan permasalahan;

I

metode wawancara atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait
(berkepentingan atau berkompeten) dalam Pemerintahan Kelurahan Menteng

Jakarta Pusat.

1.4.4 Analisis Data

Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah melakukan
analisis. Sebagai salah satu prosedur metodologi penelitian, analisis data merupakan
bagian penting dalam suatu penelitian ilmiah. Sebab analisis data akan digunakan
oleh seorang peneliti dalam mendapatkan kesimpulan yang tepal. Menurut The Liang
Giie (1984 - 106) analisa atau analisis adalah segenap rangkaian pembuatan pemikiran
vang menelaah suatu hal secara mendalam terutama mempelajari bagian-bagian dari
suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri suatu bagian, hubungan satu sama lain dan
peranannya dalam keseluruhan yang bulat.

Berkaitan dengan permasalahan vang akan dibahas dalam skripsi ini,
maka penulis menggunakan analisis data deskriptil’ kualitatif. vailu suatu metode

untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan

atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas kajian analisis yang diuji dengan norma-
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norma dan kaidah-kaidah hukum vang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas
(Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 98).

Dalam analisis data ini agar supaya dapat dilakukan pembahasan dan
kesimpulan vyang sistematis dan komperhensif. penulis menggunakan metode
deduktif, yaitu menggunakan pengetahuan yang bersifat umum untuk meneliti
pengetahuan vang bersilat  khusus  (Abdul  Chalim Moehammad dan  Kasim

Sembiring, 1997 : 3).
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kelurahan Menteng beralamatkan di JI. Prol. Moh Yamin, S.11. No.40 C
Jakarta Pusat dengan jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan September 2000
sebanyak 41,578 jiwa. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari di Kelurahan Menteng
dilakukan oleh 11 orang karyawan dan 3 orang staf ditambah 2 orang karyawan dan |
orang stal dari Subseksi Dinas Kependudukan Propinsi Dacrah Khusus lbukota
Jakarta yvang ditempatkan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusal, 10 orang anggota
Satuan Tugas Pertahanan Sipil (Satgas Ilansip) yang membantu menjaga keamanan
dan ketertiban di wilayah Menteng setiap dua hari sekali sesuai dengan jadwal serta |
orang warga Menteng yang membantu bekerja sebagai sukarelawan di kantor
Kelurahan Menteng setiap hari dari pukul 10.00 sampai pukul 16.00 WIB terutama
untuk menangani pendaftaran KTP. Disamping itu ada perangkapan jabatan yaitu :
I Kepala Lingkungan 1 dirangkap oleh Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan
2 Kepala Lingkungan 11 dirangkap oleh Kepala Urusan Pemerintahan.
3. Kepala Lingkungan 111 dirangkap oleh Kepala Urusan Ketertiban.
4 Kepala Lingkungan IV dirangkap oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
Perangkapan jabatan dilakukan karena jumlah karvawan Kelurahan Menteng sedikit
disamping itu untuk memudahkan koordinasi dengan karyawan lain terutama untuk
melakukan sosialisasi program Kelurahan kepada masyarakat

Di Kelurahan Menteng diterapkan sistem lima hari kerja mulai han Senin
sampai Jum’at dengan jam kerja mulai pukul 08.00 sampai pukul16.00 WIB dengan
jam istirahat makan siang pukul 12.00-13.00 WIB, hari Sabtu dan Minggu libur.
Meskipun demikian beberapa orang karyawan termasuk Lurah secara bergantian
wajib melakukan piket pengamanan wilayah setiap hari Sabtu dan Minggu sesual

dengan jadwal Dan walaupun sudah ditentukan jam kerja berakhir pada pukul 16.00


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

WIB tetapi karyawan Kelurahan Menteng baru dapat meninggalkan kantor paling
cepat sesudah pukul 18.00 WIB hal ini disebabkan :

1. hampir di semua ruas jalan di Jakarta macet pada jam pulang kantor;

2. pekerjaan kantor yang menumpuk setiap hari.

Dalam melakukan tugas sehari-hari Kelurahan Menteng berusaha
melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara
dengan Ganefin Prakoso, S.sos (Sekretaris Kelurahan Menteng Jakarta Pusat) dan
Ismail Hasan (Kepala Lingkungan V Kelurahan Menteng Jakarta Pusat) yang
dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2001 bahwa di Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta tidak semua peraturan seperti Peraturan Daerah (Perda), Keputusan
Gubernur, Keputusan Walikotamadya, dan sebagainya diturunkan di Kelurahan,
walaupun diturunkan di Kelurahan tidak selalu berurutan, jadi yang diturunkan bisa
Keputusan Walikotamadya lebih dulu kemudian menyusul Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, lalu Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota, ataupun sebaliknya. Bahkan ada untuk masalah tertentu seperti tentang
Dewan Kelurahan, Walikotamadya tidak mengeluarkan Peraturan Pelaksanaan untuk
melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, jadi cukup memerintahkan melalui Surat Edaran ataupun secara lisan
untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus
[bukota Jakarta. Demikan juga dalam melaksanakan program-program kelurahan,
Lurah Menteng lebih banyak memberikan perintah secara lisan, Surat Edaran, dan
Surat Tugas untuk dilaksanakan karyawan dan staf kecuali yang berhubungan dengan
penggunaan Anggaran Kelurahan.

Proses pengambilan berkas peraturan, surat edaran, dan surat undangan
adalah dimulai dari pemberitahuan melalui kurir atau utusan dari instansi tertentu,

setelah itu Kelurahan Menteng mengirimkan wakilnya (biasanya dilakukan olch

Sekretaris Kelurahan bersama seorang staf ) ke instansi yang bersangkutan untuk
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mengambil berkas peraturan, kemudian peraturan tersebut dipelajari dan dirapatkan

bersama seluruh pegawai dan stal baru diterapkan dalam pemerintahan seharni-hari.

2.2 Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini dasar hukum yang dipergunakan untuk

membahas permasalahan tentang Pemerintahan Kelurahan Menteng adalah

|

I

'+

0.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang
Penvelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor § Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:

~ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia lakarta;

Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 25 Tahun [978 tentang
Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam wilayah Daerah Khusus
[bukota Jakarta:

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang
Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor |1 Tahun 1988 Tentang
Ketertiban Umum;

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang
Penvisihan Penerimaan PBB serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian
Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan Daerah

Khusus Ibukota Jakarta;

10 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang

Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
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11 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1994 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Retribusi Daerah;

13 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2000
tentang Program Komitmen Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

14 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2000
tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor | Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaflaran Penduduk Dalam
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dalam wilayah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

15 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut CST Kansil (1995 : 370) hubungan yang serasi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan
diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung
jawab vang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal | huruf b dinyatakan
bahwa “ Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Badan Fksekutif Daerah . Sedangkan pendapat lain menyatakan
bahwa :

I pemerintah dacrah adalah penyelenggara pemerintahan di daerah atau dengan kata
lain pemerintah dacrah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan pemerintahan

di daerah (Misdyanto dan R.G Kartasapoetra, 1993 : 17),
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2 pemerintah daerah adalah aturan-aturan organisasi pemerintah vang berwenang
untuk  menvelenggarakan segenap kepentingan setempat dan sekelompok

penduduk vang mendiami suatu wilayah (Husnaidi, 1993 : 91).

2.3.2 Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam menvelenggarakan Pemerintahan Daerah, ada pembagian tugas
vang jelas dan dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah memimpin bidang eksekutil dan
DPRD dalam bidang legislatif. (LLembaga Admimistrasi Negara, 1992 :88).

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD berperan pokok
sehagai katalisator dan dinamisator, maksudnya sebagai dinamisator DPRID harus
mampu meningkatkan kualitas kehidupan politik, pembangunan. dan pemerintahan.
Dan sebagai katalisator, diperlukan upaya untuk dapat mendorong partisipasi
masvarakat untuk terlibat dalam berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan
sehingga terdapat kehidupan yang seimbang dan serasi di daerah (Surjadi Soedirdja,
2001 : 6)

Dalam  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal | huruf d
dinvatakan bahwa = Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan Pemerintahan

Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi™.

2.3.3 Pengertian Desentralisasi
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 hurul e =
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada
Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia = Dan

pendapat lain dinyatakan bahwa
| desentralisasi adalah asas penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat
atau daerah otonom tingkat atasnva kepada daerah otonom yang menjadi urusan

rumah tangganya (Kartika Purnomo, 1988 : 33).
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2 desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan
pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih
tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah schingga menjadi

urusan rumah tangga daerah itu (CST Kansil, 1995 : 362).

2.3.4 Pengertian Otonomi Daerah

Menurut CST Kansil (1995 © 372) Pemberian otonomi kepada daerah
hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, dan kebijaksanaan yang
dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutan nyata-nyata mampu mengurus
rumah tangga sendiri. Disamping itu pemberian otonomi daerah sesuai dengan
tujuannya vaitu :

I. lancar dan teraturnya pembangunan di seluruh wilayah negara;

~J

_sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang diberikan:
_sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.

_terjaminnya keserasian hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

' £ ad

_terjaminnya perkembangan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal | huruf h
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan “ Sedangkan pendapat lain
menvatakan bahwa :

1 secara ideal otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah untuk mengelola
kelangsungan hidupnya dan memenuhi segenap konsekuensi dari kemandirian
tersebut (Lalu Gita Aryadi, 2001: 4);

2 otonomi daerah adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan

pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan scrta

tumbuh. hidup dan berkembang di daerah (B. Ugrasena, 2000: 3).
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2.3.5 Pengertian Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Jakarta berasal dari kata Jayakarta yang berarti “kota yang jaya”
didirikan oleh Fatahillah setelah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada
tahun 1527 (Willard A Hanna, 1988 : 90), sedangkan pendapat lain menyatakan
bahwa Jayakarta berarti “kemenangan yang sempurna” (Biro Bina Pemernintahan
Kelurahan. 2000 - 3). Kemudian Jakarta tumbuh dan berkembang menjadi pusat
kegiatan pemerintahan, perdagangan, ekonomi, pendidikan, dan budaya, serta
merupakan tumpuan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengadu
nasib dan mengembangkan berbagai segi kehidupan. (Depatemen Pendidikan dan
Kebudayaan R1, 1998 : 73).

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 pasal | ayat (2) ©
Jakarta sebagai Ibukota Negara Repulik Indonesia merupakan Daerah Khusus, yang
selanjutnya disebut Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta™. sedangkan dalam pasal
3 dinyatakan “Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pusat pemerintahan

negara’.

2.3.6 Pengertian Kelurahan

Kelurahan dapat dibentuk di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota
Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif. dan kota-kota lain. Yang dimaksud kota-
kota lain adalah desa-desa yang telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan.
(Murtiningsih, 1996 : 16).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal | hurul n *©
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan/atau
Daerah Kota di bawah Kecamatan . Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 Pasall huruf b “Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk yang mempunyai organisiasi pemerintahan terendah langsung

dibawah Camat. yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendir’”.
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2.3.7 Pengertian Dewan Kelurahan

Dewan Kelurahan merupakan sebuah terminologi baru dalam kehidupan
ketatanegaraan dan administrasi Indonesia yang diharapkan mampu menyerap
aspirasi masyarakat dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat
terutama di tingkat Kelurahan (Soekiyadhi, 2001 : 43).
Dewan Kelurahan sebagai  subbagian dari otonomi daerah dan bagian dari aspirasi
otonomi daerah harus membantu pelaksanaan otonomi tingkat kelurahan (Amarullah
Asbah_ 2001 : 13).

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 Pasal | ayal (6)
dinyatakan bahwa “ Dewan Kelurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kelurahan

dalam penyelengaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat .
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TN T | — — o
PEMBATASAN

3.1 Peran Pemerintah  Kelurahan Menteng Jakarta Pusat dalam
Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Masyarakat
Sesuai dengan Komitmen Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan
kota Jakarta sebagai kota pelayanan (Service City) serta melaksanakan Visi dan Misi
Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat dengan berpedoman kepada :
I. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2000

tentang Program Komitmen Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

I~

- Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta Nomor 222 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Program Komitmen Gubermur Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

3. Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 32 Tahun 2000 tentang Visi dan

Misi Pemerintahan Kotamadva Jakarta Pusat.
Maka dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan masvarakat

Kelurahan Menteng berupava memberikan vang terbaik kepada masyarakat dengan

berpedoman kepada Visi dan Misi Pemerintahan Kotamadya Jakarta Pusat sebagai

berikut:

VISI

Mewujudkan Kotamadya Jakarta Pusat sebagai kota Pelayanan dan Jasa vang

melavani masvarakat Nasional maupun Internasional.

MISI

a. Berupaya untuk menyediakan Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur yang dapat

memberikan kemudahan bapi masyarakat.

b. Berupaya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki Prakarsa dan

Dava Kreasi untuk meningkatkan Diri Sendiri

17
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3.1.1 Pembinaan Masyarakat dan Pegawai

Selama bulan September 2000 Kelurahan Menteng telah melakukan

kegiatan pembinaan masvarakat pada hari Sabtu dan Minggu, diantaranya.

I

a€.

C.

Pembinaan pengurus RT/RW vang dilakukan oleh Sekertaris Kelurahan bersama
Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Lingkungan V berdasarkan Surat Tugas
Nomor 13 Tahun 2000 tentang Penyuluhan RT/RW dengan mengacu pada
Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 67 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Proyek Pembinaan Kependudukan di Wilayah Jakarta
Pusat. vang kegiatannya meliputi :

ikut serta dalam membantu penerimaan dan pemasukan PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan) dan SPRT (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang) atau Retnibusi
Kebersihan:

pembinaan kebersihan, penghijauan lingkungan agar tercapai wilayah yang bersih,
hijau, dan sehat:

pembinaan tentang Pendapatan Ash Daerah (PAD).

~ Mengupavakan untuk menunjang kenaikan pemasukan PBB vang dilakukan oleh

Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan, Kepala Urusan
Umum serta seorang Staf berdasar Surat Tugas Nomor 11T Tahun 2000 tentang
Penvuluhan Upaya Untuk Menunjang Kenatkan PBB dengan mengacu pada Surat
Fidaran Gubernur Propinsi Daerah Khusus Tbukota Jakarta Nomor 264 Tahun 2000
fentang Pembekalan peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan
Dalam Penarikan PBB dengan cara

menghimbau atau menegur setiap wajib pajak melalui setiap pelayanan

masyarakat yang datang ke kantor Kelurahan Menteng:

- memberikan Surat Edaran yang berupa teguran kepada wajib pajak yang belum

membavar atau melunasi PBB:
untuk memantau penerimaan PBB maka dilakukan pengambilan STTS (Surat

Tanda Terima Setoran) setiap hari selasa dari Bank Mandin Cabang Jakana Cik
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Diliro dengan penghitungan kembali jumlah vang dibayar oleh wajib pajak ke
Bank secara terperinei per buku;

d hasil Laporan Bank diteruskan ke Kantor Kecamatan Menteng sebagai bahan
evaluasi di Kantor Walikotamadya Jakarta Pusat;

STTS dari bank disimpan dalam buku DHKP (Daftar Himpunan Keletapan Pajak

o

dan Pembayaran) untuk mengetahui wajib pajak yang telah melunasi PBI.

T

Melakukan upaya untuk melakukan  penagihan retribusi kebersihan vang

dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan Fkonomi Pembangunan,

salah satu Staf, Satgas Hansip., dan masing-masing Ketua RT dan Ketua RW
herdasarkan atas Surat Tugas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Upaya Penagihan

Retribusi Kebersthan dengan berpedoman pada Keputusan Gubernur Propinsi

Daeralh Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2000 tentang Pemungutan

Retribugi Kebersihan 1ingkungan Umum Rumah Tinggal dengan kegiatan sebagan

berikut :

a. penagihan melalui Pengurus RT/RW;

h. penagihan langsung kepada masyarakat.

c. penagihan melalui pelayanan pembavaran listrik di Bank Mandiri.

4. Pembinaan pedagang kaki lima oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan
Ketertiban, salah satu Staf, dan Satgas Hansip berdasar atas Surat Tugas Nomor 09
Tahun 2000 yang mengacu pada Surat Fdaran Walikotamadya Jakarta Pusat
Nomeor 700 Tahun 2000 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), vang
kegiatannya meliputi

a. penvuluhan kebersihan dan penghijauan;

b. penataan lokasi resmi pedagang kaki lima.

Disamping itu selama tahun 2000 juga telah dilakukan berbagai

pembinaan meliputi :
I berdasarkan Surat Fdaran Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 464 Tahun 2000 pada tanggal 15 Februari 2000 dilakukan Pembekalan

‘ 2 ) ‘ et : 5 ?
Peningkatan Kemampuan Aparat Pemerintahan Kelurahan dalam Penarikan PBB
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di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Tim Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

9 herdasarkan Surat Edaran Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 600 Tahun 2000
pada tanggal 15 Maret 2000 dilakukan Pembinaan Koperasi di Kotamadya Jakara
Pusat oleh Tim Kotamadya Jakarta Pusat;

3 herdasarkan Surat Edaran Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 630 Tahun 2000
pada tanggal 3 April 2000 dilaksanakan kegiatan pelatihan bela diri bagi anggota
Satgas Hansip  ( Satuan Tugas Pertahanan Sipil ) Kelurahan Sekotamadya Jakarta
Pusat oleh Tim Kotamadya Jakarta Pusat;

4. berdasarkan Surat Fdaran Camat Menteng Nomor 165 Tahun 2000 pada tanggal |
Mei 2000 dilaksanakan Pembinaan Staf Kelurahan di Kecamatan Menteng Jakarta
Pusat oleh Tim Kecamatan Mentang Jakarta Pusat.

(Sumber : Kelurahan Menteng Jakarta Pusat September 2000)

3.1.2 Pelayvanan Masyarakat

lenis pelayanan pada bulan September 2000 adalah sebagai berikut :

1. pelayanan bidang kependudukan

a. pengantar Akte Kelahiran - 21 Pemohon;
b. pembuatan KTP baru - 25 Pemohon;
c. perpanjangan K'TP 33 Pemohon:
d. Kartu Keluarga (KK) - 5 Pemohon;
e. laporan Penduduk WNA - 0 Pemohon;
f. laporan Kedatangan Penduduk | Pemohon:
g. laporan Penduduk Sementara - 0 Pemohon;

jumlah - 85 Pemohon.

2. pelavanan di bidang ketertiban dan keamanan :
a. pengantar keterangan kelakuan baik - 25 Pelayanan:

b. pengantar ijin mengadakan pesla . 3 Pelayanan;

jumlah - 28 Pelayanan.
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3. pelayanan di bidang ekonomi pembangunan

a_ domisili perusahaan
vaitu memberi keterangan bahwa lokasi perusahaan yang berada di Kelurahan
Menteng telah sesuai dengan peraturan yang berlaku:

b. pengantar pemasangan telepon;

c. pengantar pemasangan PAM (Perusahaan Air Minum):

-

I, pengantar pengambilan wesel.
Untuk pelayanan bidang ekonomi pembangunan sampai saat i belum ada yang
mengajukan permohonan.

4. pelavanan di bidang pertanahan

s

1. pengajuan sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan);

—

y. pengajuan peningkatan HGB ke Hak Milik:

9

_peraliban hak atas tanah garapan;

d. keterangan belum memiliki rumah;

e. keterangan kontrak.

Untuk pelayanan di bidang pertanahan sampai saat ini belum ada yang mengajukan
permohonan.

5. nikah, talak cerai, dan rujuk :

a. nikah - 42 orang:
b. talak . - orang;
c. ceral © - orang:
d. tujuk . - orang;

jumlah - 42 orang

(Sumber : Kelurahan Menteng Jakarta Pusat September 2000)

Sesuai dengan Pengumuman Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Tanpa dipungut Retnibusi (Gratis) dan Masa Berlaku K'TP Menjadi

5 Tahun serta [nstruksi Kepala Dinas Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Nomor 36 Tahun 2000 fentang Pelaksanaan Pelavanan Kartu Tanda
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Penduduk (K TP) Tanpa Dipungut Retribusi dan Masa Berlaku IKCTP menjadi 5 Tahun.
maka terhitang mulai tanggal 1 Desember 2000 pelavanan Kartu Tanda Penduduk
(K1) di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dipungut retribusi
penggantian biaya cetak KT (gratis) baik untuk perpanjangan maupun pembuatan
KT baru vang secara ferperinei diatur dalam Instruksi Kepala Dinas Kependudukan
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2000 sebagai berikut :

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK). Kartu Tanda Penduduk  (K'TP), dan Surat-surat

Keterangan Kependudukan lain, Gratis (tidak dipungut biaya retribusi).

2. Pasa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) dirubah dari 3 tahun menjadi 5 tahun:

'ad

Leterlambatan membuat atau memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 10000.00 berlaku mulai tanggal 1 Maret
2001,

4. Pergantian masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (K'TP) dari 3 tahun menjadi 5
tahun dilakukan secara bertahap (pada saat Kartu Tanda Penduduk (KTP) habis

masa berlakunya).

3.1.3 Kegiatan Fisik dan Kegiatan Sosial

Pada bulan September 2000 dilakukan kegiatan fistk yang sesuai dengan
Surat IEdaran Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 14/SE/1999 tentang Kerja Bakt
berupa kegiatan rutin seperti biasa adalah kerja bakti serempak yang dilakukan oleh
masvarakat  Menteng  beserta  Aparat  Pemerintah  Kelurahan  Menteng  vang
melaksanakan piket pengamanan wilayah pada hari Sablu dan Minggu sccara
bergiliran sesuai dengan jadwal dan Aparat lain vang terkait serta unsur LKMD
(lLembaga Ketahanan Masyarakat Desa), dimana kerja bakti vang dilakukan secara
rutin pada hari Minggu adalah Kerja Gerakan Kebersihan di wilavah RW. Disamping
itu berdasarkan Surat Tugas Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Pengonirolan
KAMTIBMAS. beberapa Aparat Kelurahan Menteng secara bergantian berkeliling
setiap han ke selurub wilayah Kelurahan Menteng untuk mengontrol keamanan dan

ketertiban masvarakat (Kamtibmas) antara pukul 08 00-09.00 WIB dengan mengacu
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pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 320 Tahun
1998 tentang Pemantauan dan Pembinaan Wilayah
Dari kegiatan-kegiatan vang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan.
menunjukkan  bahwa Pemerintah  Kelurahan  sangat  berperan sekal  dalam
melaksanakan pembangunan Disamping itu Pemerintah Kelurahan diharapkan dapat
menyelenggarakan  pimpinan  pemerintahan  kelurahan dengan baik sesuai dan
seimbang dengan laju perputaran roda pemerintahan dari atas sampai bawah atau
dengan kata lain, tindakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan sebagai
wujud tanggung jawab Pimpinan Pemerintahan Kelurahan di bidang pemerintahan
umauim.
Berdasarkan Surat Tugas Nomor 16 Tahun 2000 dengan mengacu pada
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3979 Tahun
1999 tentang Pemberian Bantuan Untuk Penanggulangan Gizi Buruk di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Nomor 1978 Tahun 2000 tentang Program Penunjukan Kelurahan sebagai
Pembinaan Hubungan Sosial di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dilaksanakan
kegiatan sosial di Kelurahan Menteng vang bertujuan untuk meringankan dan
mengatasi beban masyarakat kecil serta warga vang terkena PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja) akibat krisis moneter dan krisis ekonomi vang berlarut-larut,
dengan perincian sebagai berikut
a. pembagian beras kepada Keluarga Prasejahtera dan penjualan beras murah kepada
Keluarga Sejahtera 1 dengan harga Rp.1000/Kg. vang didistribusikan kepada
masing-masing RW dengan ketentuan setiap Kepala Kelvarga (KK) mendapat 10
Kg beras:
b. pemberian beras sebanyak 10 Kg per orang bagi janda dan anak-anak yatim piatu.
Masvarakat Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang terkena dampak Krisis
Moneter (Krismon) dan Krisis Ekonomi adalah sebagai berikut :
a. Keluarga Sejahtera | dan Keluarga Prasejahtera  :© 1.037:

b. pencari kerja : L0110
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¢. korban PHK ! 97
jumlah - 2 145,

(Sumber : Keluralian Menteng Iakarta Pusat September 2000)

3.1.4 Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)

Pada bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilaksanakan

Operasi 1lasta Tertib di wilayah Menteng oleh Sekretaris Kelurahan, Kepala Urusan

Ketertiban, dan Stal Ketertiban bekerja sama dengan Aparal Keamanan berdasar

Surat Tugas Nomor 07 Tahun 2000 tentang Operasi Penertiban dan Kebersihan

dengan mengacu pada Peraturan Daerah Daerah Khusuos Ibukota Jakarta Nomor 11

tahun 1988 tentang Ketertiban Umum berupa :

I penvuluban Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan terlarang) di semuna RW sesuai
dengan Keputusan Gubermur Kepala Daerah Khusus ITbukota Jakarta Nomor 231
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Penvalahgunaan Narkotika dan Zat Adiknf
lainnva (NAZA) di Wilayah Daerah Khusus [bukota Jakarta;

2. pemantauan kebersihan di RW 02 dan RW 09

fad

operasi WT'S dan Waria di Jalan Cicurug;

4. penvuluhan kebersthan di Taman Suropati;

LA

pemantauan anak sekolah di JalanTaman Sunda Kelapa dan Plaza Menteng;

6. pemantavan  disiplin berlalu hintas terutama dv perempatan jalan di sekitar
Bundaran Hotel Indonesia (H1) dengan menempatkan beberapa anggota Satgas
Hansip Kelurahan Menteng untuk membantu Anggota Polisi:

7. operasi judi toto gelap (togel) terutama di tempat-tempat yang tersembunyi.

8 operasi minuman keras (miras) di Jalan Menteng Tenggulun,

Selain itu selama tahun 2000 juga telah dilakukan operasi ketertiban yang
latn meliput

1. operasi Pedagang Kaki Lyma (PKI1.) di Jalan Blora, Jalan Sumenep, dan Taman

Lawang.
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2 operasi Gelandangan dan pengemis (Gepeng). Pak Ogah, Anak Jalanan. dan Joki-
joki three in one di berbagai ruas jalan sesuai dengan Keputusan Gubernur
Propinsi Daerah  Khusus  [bukota Jakarta Nomor 201 Tahun 2000 tentang
Penertiban Pengatur Lalu Lintas Liar di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

3 operasi gubuk liar di  Bantaran Kali Malang sesuai dengan Instruksi
Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 58 Tahun 2000 tentang Penertiban Bangunan
Liar dh atas Jalur Higaw:

4 operasi becak di Jalan M.II. Thamrin sesuai dengan Surat [idaran Gubernur
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46/SE/2000 tentang Penertiban
Becak dan Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 72 Tahun [998
tentang Penertiban Becak di Jakarta Pusat.

5. pemantauan demonstrasi (demo) langsung dilakukan oleh Sekretaris Kelurahan,
beserta Kepala Urusan Ketertiban dan salah satu stal’ serta beberapa anggota
Satgas Hansip begitu ada laporan telah terjadi demonstrasi di wilayah Kelurahan
Menteng tanpa harus menunggu perintah dari Lurah Menteng bersama-sama
aparat keamanan.

(Snmber : Kelorahan Menteng Jakarta Pusat September 2000)

Sedangkan selama bulan September 2000 di wilayah Kelurahan Menteng

Jakarta Pusat cukup aman dan terkendali serta terkontrol tanpa ada gangguan

keamanan dari pthak manapun berkat kerjasama yang baik antara masyarakat dengan

aparat vang terkait.
Tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh  Pemerintah  Kelurahan,
merupakan perwujudan dari tugas dan kewajiban Pemerintah Kelurahan sebagai

penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang kemasyarakatan serta

pembinaan ketentraman dan ketertiban,
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3.2 Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan disebut juga Anggaran
Kelurahan dimana Kelurahan Menteng menggunakan pedoman sebagai berikut -
| Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Kevangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta:
2 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus [bukota Jakarta Nomor 800 Tahun
1993 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaporan Program Kerja Tahunan

Kelurahan DK Jakarta:

(ad

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 tahun

1996 tentang Tata Cara Penyaluran Pemberian Sumbangan dan Bantuan Kepada

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran  Keuangan Kelurahan (APPKK)

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun
1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran
Keuvangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 278 Tahun 1996 pasal | huruf u juncto (jo) Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomot 298 Tahun 1996 pasal | hurul w bahwa

“Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan daripada program umum

pemerintahan dan pembangunan Kelurahan vang dijabarkan dan diterjemahkan dalam

angka-angka rupiah di satu pihak yang mengandung perkiraan target penerimaan dan

di lain prthak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Kelurahan

vang untuk selanjutnva disebut APPKK (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran

Kelurahan)”

Sebagai contoh akan dikemukakan Anggaran Kelurahan Menteng vang

diambil dari Buku Kas Umum Bulan April tahun 2000,
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Mengetahu Bendaharawan APPKK
Kepala Kelurahan Menteng, Kelurahan Menteng
EDI SUPRIADI, S.Sos FATIMAH SALEL
NIP. 470053847 NIP. 470040191

Bantuan dan Sumbangan APPK berasal dari Pemerintah Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DK Jakarta) melalui Kas Daerah Propinsi Daerah
Khusus Ihukota Jakarta. diberikan kepada setiap Kelurahan di Propinsi Daerah
Khusus Tbukota Jakarta termasuk Kelurahan Menteng yang ditetapkan setiap Tahun
Anggaran sesuai dengan ketentuan dalam :
| Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota lakarta Nomor 5 tahun 1994 tentang

Penvisihan Penerimaan PBB serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian
Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan Daerah
Khusus Ibukota Jakarta:

2 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2612 Tahun
2000 tentang Penetapan dan Tahapan Pemberian Besarnva Alokasi Sumbangan
dan Bantuan APPKK pada Setiap Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Pengambilan Bantuan dan Sumbangan APPKK dapat dilakukan setelah
ada perintah vang disampaikan melalui kurir atau telepon dari Kas Daerah Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang biasanya dilakukan setiap awal bulan dengan
menggunakan SPMG (Surat Perintah Membayar Giro) vang bisa diambil dengan
membawa fotocopy Rekening Koran terakhir. Kemudian SPMG dicairkan ke Bank

Pembangunan Daerah (Bank DKI).

3.2.1 Penyusunan Penetapan dan Pengesahan Anggaran Kelurahan
Penvusunan penetapan dan pengesahan Anggaran Kelurahan Menteng

Jakarta Pusat dilakukan sesuai ketentuan yang tercantum dalam
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I Pasal 2 sampai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus

Ibukota Jakarta:

I~

Pasal 2 sampai dengan pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ihukota Jakarta Nomor 800 Tahun 1993 tentang Petunjuk Teknis Penvusunan dan
Pelaporan Program Kerja Tahunan Kelurahan DK Jakarta;

3 Pasal 2 avat (1) sampai dengan pasal 4 Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Kelurahan Menteng telah menyusun Rencana Anggaran Kelurahan

menurut Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994

»asal 2 vang berbunyi “Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap Tahun Anggaran

dengan Keputusan Kepala Kelurahan™ dimana Rancangan - Anggaran Kelurahan

didasarkan pada hasil Musyawarah Pembangunan Tingkat Kelurahan Menteng dan

Program Kerja Tahunan (PKT) Kelurahan Menteng vang hasil musyawarah tersebut

ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran

Kelurahan paling lambat satu bulan setelah Anggaran Daerah ditetapkan. Dan

selambat-lambatnya satu bulan setelah Anggaran Kelurahan ditetapkan sudah

diterima oleh  Walikotamadya Jakarta Pusat melalui  Camat Menteng  untuk
mendapatkan pengesahan, hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 800 Tahun 1993 pasal 3 avat (1) dan (2) vang

berbunyi -

(1) Anggaran Kelurahan disusun dan ditetapkan setiap Tahun Anggaran

(2) Rancangan Anggaran Kelurahan disusun  berdasarkan hasil Musvawarah

Pembangunan Tingkat Kelurahan

Dan sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 6 Tahun 1994 Pasal 6 Ayat (4) vang berbunyi
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(4) Apabila Gubernur Kepala Daerah menolak Keputusan Kepala Kelurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagian atau seluruhnya, harus disertai
penjelasan vang merupakan penyempurnaan

Walikotamadya Jakarta Pusat dalam melakukan pengesahan terhadap Keputusan

Kepala Kelurahan telah memperhatikan rekomendasi dari Tim Pembina Pengelolaan

Keuangan Kelurahan Kotamadya Jakarta Pusat. Apabila Walikotamadya Jakarta

Pusat menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik

sebagian maupun seluruhnya, maka harus disertai penjelasan yang merupakan

penvempurnaan antara lain

a. anggaran yang diajukan sudah merupakan Program Sektoral/Daerah;

b. anggaran vang diajukan tidak sesuai dengan Program Pemerintah Daerah.

Pengesahan dilakukan paling lambat dua minggu setelah permohonan diterima oleh

Walikotamadva Jakarta Pusat.

Namun selama ini Rancangan Anggaran Kelurahan Menteng belum
pernah ditolak oleh Walikotamadya Jakarta Pusat. dan hanya diben penjelasan secara
lisan bahwa Penyusunan Anggaran Kelurahan tidak boleh mengambil alih masalah
vang menjadi wewenang instansi lain seperti masalah Taman Kota vang menjadi
wewenang Suku Dinas Pertamanan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
penartkan Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima yang menjadi wewenang Kecamatan
Menteng, masalah  Kependudukan vang menjadi  wewenang  Suku  Dinas
Kependudukan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masalah Perumahan vang
menjadi wewenang Suku Dinas Perumahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
masalah Pariwisata vang menjadi wewenang Suku Dinas Pariwisata Propinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dan sebagainya.

Berdasarkan dari uraian sebelumnya dalam Penyusunan APPKK.
Kelurahan Menteng terlebih dahulu harus membuat Program Kerja Tahunan (PKT)
Kelurahan Menteng vang disusun oleh Bendaharawan APPKK Kelurahan Menteng

vang juga menjabat sebagai Kepala Urusan Umum vaitu Fatimah Saleh bersama-

sama Kepala Kelurahan Menteng Jakarta Pusat yang dijabat Edi Supriadi. S.Sos
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vang mana PKT berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan  Program

Pembangunan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota lakarta khususnva di Kelurahan

Menteng Jakarta Pusat dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta Keamanan dan

Ketertiban vang disampaikan kepada Camat Menteng untuk selanjutnya diteruskan

kepada Walikotamadya Jakarta Pusat. yang apabila disetujui akan digunakan untuk

tujuan dan sasaran sebagai berikut

I meningkatkan pelavanan kepada wmasyarakat Kelurahan Menteng di bidang
pembangunan, dan kemasyarakatan diutamakan yang beraspek adiministrasi,
informatif serta pelayanan tuntutan aspirasi masyarakat;

2 mengefektifkan segala bentuk pelayanan masyarakat di Kelurahan Menteng agar

lebih menventuh kepentingan masyvarakat.

3.2.2 Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan
Laporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk di Kelurahan Menteng diatur dalam pasal
I3 dan pasal 14 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
298 Tahun 1996  tentang Petunjuk Pelaksanaan  Anggaran Penerimaan  dan
Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Berdasarkan pasal 14 yang berbunyi :
(1) Dalam rangka monitoring pelaksanaan Anggaran Kelurahan Kepala Kelurahan
menyampaikan laporan periodik yang ditujukan :
a Setiap bulan kepada Walikotamadva dengan tembusan vang disampaikan
kepada Biro Keuangan, Itwilkodya dan Camat
b Setiap Catur Wulan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah c¢q. Biro Keuangan
dengan tembusan Walikotamadya. Biro Bina Pemerintahan Kelurahan.
Itwilprop kantor Pembangunan Desa dan Camat.
(2) Menyampaikan laporan insidentil mengenai hal-hal yang bersifat insidentil
dalam pengelolaan Anggaran Kelurahan vang perlu diketahui oleh pejabat vang

berwenang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

33

dan wawancara dengan Fatimah Saleh vang dilakukan pada hari Senin tanggal 22
lanuari 2001, dalam rangka monitoring pelaksanaan Anggaran Kelurahan, Kepala
Kelurahan Menteng menvampaikan laporan periodik vang ditujukan kepada
I setiap bulan menyampaikan lLaporan Realisasi vang disampaikan kepada
Inspektorat Wilayah Kotamadya Jakarta Pusat dan Biro Pemerintahan Kotamadva
Jakarta Pusat;

2 setiap catur wulan kepada Sekretaris Daerah ¢q. Biro Keuangan dengan tembusan
Biro Bina Pemerintahan Kelurahan .

Kemudian menyampaikan laporan insidentil mengenal  hal-hal  yang
bersifat insidentil dalam pengelolaan Anggaran Kelurahan yang perlu diketahui oleh
pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pasal 13 vang berbunyi -

(1) Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan Bendaharawan Kelurahan
berkewajiban menyusun Surat Pertanggungjawaban seluruh transaksi bulan vang
lalu dan disetujui oleh Kepala Kelurahan.

(2) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini disimpan
dengan baik sebagai bahan pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan

(3) Bentuk dan Susunan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam
Lampiran 111 Keputusan ini.

Bendaharawan ~ APPKK  Kelurahan Menteng  telah  menvusun  Surat

Pertanggungjawaban seluruh transaksi bulan vang lalu dan disetujui oleh Kepala

Kelurahan Menteng sesuai dengan ketentuan. Dan Surat Pertanggungjawaban Juga

telah disimpan dengan baik sebagai bahan pertanggungjawaban Anggaran Kelurahan

Demikian pula setiap bukti transaksi vang dilakukan oleh Bendaharawan APPKK

telah  disetujui  atau ditandatangani  oleh Kepala Kelurahan Menteng, serta

pengambilan vang dari Bank Mandin Cabang Cik Di Tiro. menggunakan cek atau
giro  vang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Menteng dan Bendaharawan

APPKK  Selanjutnya Kepala Kelurahan Menteng wajib melakukan pemeriksaan atas
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pengelolaan keuangan vang dilakukan oleh Bendaharawan APPKK minimal sekali

dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas.

3.2.3 Penerimaan dan Belanja Anggaran Kelurahan
Ketentuan Penerimaan dan Belanja Anggaran Kelurahan diatur dalam
Pasal 8 Keputusan Gubernur Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta vang mengatur bahwa Penerimaan Anggaran Kelurahan berdasarkan
realisasi alokasi yang ditetapkan oeh Gubernur Kepala Daerah untuk -
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBBR)
Adalah Pajak vyang dikenakan pada orang atau badan vang secara nvata
mempunvai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki.
menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan.
b. Pajak Radio dan Pajak Anjing.
Pajak Radio adalah Pajak Negara yang diserahkan kepada Daerah melalui
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penverahan Pajak Negara, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada
Daerah.
Pajak Anjing adalah Pajak Daerah vang pada awalnya dipungut atas pemeliharaan
anjing dengan Peraturan Pajak Anjing Jakarta Rava tanggal 14 Agustus 1957
¢ Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal
Adalah Turan Wajib yang dibavarkan kepada Pemerintah Daerah setelah mendapat
pelayanan  pengangkutan sampah dari  rumah tinggal ke tempat lokasi
Pembuangan Sementara (1.PS) dan I okasi Pembuangan Akhir (1.PA)
¢ llsaha Pedagang Kaki .ima
Adalah Turan yang diwajibkan kepada Pemerintah Daerah bagi mereka vang dalam
usahanva  mempergunakan bagian jalan jalan/trotoar dan tempat-tempat
kepentingan umum yang bukan diperuntukan tempat usaha serta tempat lain vang

bukan miliknya.
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Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas diberikan
berupa Bantuan dan Sumbangan dari Pemerintah Daerah dengan Surat Perintah
Membavar Uang (SPMU) Beban Tetap Setiap Catur Wulan. Penerimaan Sumbangan
dan Bantuan lainnya dari Pemerintah Daerah diberikan oleh [nstansi/Unit Satuan
Kerja dengan Surat Perintah Membavar Uang Beban Tetap sesuai Jadwal dan
Rencana Operasional. Penerimaan Sumbangan dan Bantuan lain yang diterima dan
Swadaya Masvarakat maupun  penerimaan sumbangan dan bantuan lain yang sah
dapat berupa vang tunai dan atau sumbangan lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 298
Tahun 1996 Pasal | huruf cc “Sumbangan adalah pemberian sukarela dari Pemerintah
/Instansi/pihak  lain  vang nilainya tidak ditetapkan terhadap kegiatan vang
dilaksanakan oleh Kelurahan™, sedangkan dalam Pasal | huruf dd dinyatakan
“Bantuan adalah pemberian dari Pemerintah/Instansi pihak lainnva vang nilainva
tidak ditetapkan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan™

Anggaran Kelurahan Menteng dipergunakan sesuai dengan Program
Kerja Tahunan (PKT) vang telah ditetapkan dimana setiap kegiatan yang membebani
Anggaran Kelurahan harus dibuatkan Surat Perintah Tugas dan Keputusan Kepala
Kelurahan yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Menteng, tetapi apabila ada
kegiatan vang bersifat mendadak vang membebani Anggaran Kelurahan cukup
mendapat persetujuan  secara lisan dari Kepala Kelurahan Menteng atau Sekretaris
Kelurahan bila Kepala Kelurahan tidak ada ditempat. jadi Surat Perintah Tugas dan
Keputusan Kelurahan bisa menyusul. Untuk penggunaan Anggaran Kelurahan
dilakukan berdasarkan prinsip hemat. tidak mewah. efisien dan sesual dengan situasi
dan kondisi Daerah Khusus Ibukota lakarta umumnya dan Kelurahan Menteng
Khususnva

Berdasarkan ketentuan dalam -

I Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Retribusi Daerah:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3o

2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota lakarta Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 3 Tahun 1999 | entang Retribusi Daerah:

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun
1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daeral
Khusus Ibukota Jakarta:

4. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota lakarta Nomor 61 Tahun
2000 tentang Pemungutan Retribusi Kebersihan Lingkungan Umum Rumah
Tinggal:

5. Keputusan Walikotamadya Jakarta Pusat Nomor 90 Tahun 2000 lentang
Penetapan Rencana Penerimaan Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal

dan wawancara yang dilakukan penulis dengan Fatimah Saleh. Ganefin Prakoso, dan

Sanwaci pada hari Senin tanggal 19 Maret 2001, Kelurahan Menteng hanyva menarik

Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal, sedang untuk PBB prhak Kelurahan Menteng

hanva membagikan SPP1 (Surat Pemberitahuan Pajak lerhutang) kepada semua

ketua R'1 yang selanjutnya diteruskan kepada Wayib Pajak, mengenar pembayarannya
dilakukan oleh Wajib Pajak vang bersangkutan di tempat vang telah ditunjuk. Untuk

Pajak  Anjing dan Pajak Radio (diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pajak Radio) tidak pernah ditarik olel;

Kelurahan Menteng, sebab tidak ada perintah dari Pusat, disamping itu ada kesulitan

dalam mendata sejumliah pemilik anjing dan radio. Jadi dalam hal ini pihak Kelurahan

Menteng hanva melakukan pengecekan saja dan bisa dikatakan dalam praktek Pajak

Anping dan Pajak Radio sudah tidak ada. Untuk Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima

langsung ditarik oleh Kecamatan Menteng,

Untuk penerimaan yang dipakai sebagai bantuan dan sumbangan APPKK.
setiap kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk Kelurahan
Menteng mendapatkan 10 % dari target penerimaan PBB dan Retribusi Kebersihan
Rumah Tinggal sedangkan untuk Usaha Pedagang Kaki Iima kelurahan tidak

mendapat bagian
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3.2.4 Tata Pembukuan Anggaran Kelurahan
Tata Pembukuan Anggaran Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota
lakarta termasuk juga di Kelurahan Menteng diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jlakarta Nomor 298 Tahun 1996
tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 11
avat (1) sampai dengan avat (12), Pelaksanaan Tata Pembukuan Anggaran Kelurahan
Menteng denpan mempergunakan buku sebagai beriku -
I Buku Kas Umum (Bend. 10)
Untuk  mencatat  secara keseluruhan mengenar transaksi Penerimaan dan
Pengeluaran Kelurahan yang menunjukkan secara keseluruhan uang vang ada
dalam pengurusan, baik tunai Maupun sisa Bank dan atau surat-surat berharga.
2. Buku Pembantu Penerimaan sejenis (Bend. 12)
Untuk mencatat penerimaan menurut ayat yang bersangkutan, dibuat sebanyak
aval-avat yang tercantum dalam Anggaran Kelurahan
3. Buku Pembanty Pengeluaran Perpasal (Bend. 14)
Untuk mencatat pengeluaran menurut pasal vang bersangkutan. dibuat sebanvak-
banvak pasal yang tercantum dalam Anggaran Kelurahan
4. Buku Pembanty Simpanan Bank
Untuk mencatat penvimpanan dan pengeluaran vang dari Bank

Buku Pembantu PPN/PPh

h

Untuk mencatat penerimaan atau penyetoran PPN/PPh.
6. Buku Pembanty Panjar
Untuk mencatat pengeluaran Panjar dan Buky Pembantu Pengeluaran Per pasal.
Disini setiap Transaksi vang dilakukan oleh Kelurahan Menteng dicatat
lebih dulu ke dalam Buku Kas Umum sebelum dibayar. Uang harus disimpan di Bank
Mandiri Cabang Cik Di Tiro dan harus atas nama Rekening Kantor Kelurahan

Menteng. Serta untuk sisa buku-buku pembantu harus sama dengan Buku Kas
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Umum. serta seluruh buku vang dipergunakan ditutup setiap bulan dan ditandatangani

oleh Kepala Kelurahan Menteng dan Bendaharawan APPKK Kelurahan Menteng,

3.2.5 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Kelurahan

Masalah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Anggaran Kelurahan
diatur dalam
I Pasal 20 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ihukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1994

tentang Pengelolaan Keuvangan Kelurahan di Daerah Khusus Thukota Jakarta:

!\J

Pasal 21 sampai dengan pasal 23 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 278 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penvaluran Pemberian
Sumbangan dan Bantuan Kepada Anggaran Pemerimaan dan Pengeluaran

Keuangan Kelurahan (APPKK ) Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

lud

Pasal 18 sampai dengan pasal 20 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus
Ibukota lakarta Nomor 298 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota
lakarta
Dalam pasal 20 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
Tahun 1994 diatur hal-hal sebagai berikut -
(1) Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh
Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
(2) Tata cara pembinaan, pengendalian  dan pengawasan anggaran  Kelurahan
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ihukota Jakarta Nomor 278 Tahun 1996 yang berbunyi :
(2) Pengendahian dilakukan dengan cara sebagai berikut -
a. Mengamati dan mengawasi secara terus menerus terhadap pendataan dan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Anjing, Retribusi

Kebersihan Rumah Tinggal dan Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima
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b. Meiakukan evaiuasi atas laporan hasii-hasii penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan, Pajak i<adio, Pajak Anjing, Retribusi Kebersihan Rumaiy Tinggal
dan Retribusi Usaha Pedagang Kaki Lima dari Pemerintai Keiurahan

dan Pasal 19 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 298 Tahun 1996 vang berbunyi -

(2) Pengendalian dilakukan dengan cara sebagai beriku -

a. Mengamati dan mengawasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan
Anggaran Kelurahan sesuai dengan Program Kera Tahunan Kelurahan yang
bersangkutan

b Melakukan evaluasi atas penyampaian laporan dan pertanggung jawaban
Anggaran Kelurahan dari Pemerintah Kelurahan tiap bulan.

serta wawancara penulis dengan Fatimah Saleh, Ganefin Prakoso. dan Ismail Hasan

pada hari Rabu tanggal 24 Januari 20010, masalah pengendalian keuvangan di

Kelurahan Menteng dan juga kelurahan lain di Propinsi Daerah Khusus Ibukota

lakarta dilakukan dengan cara

I mengamati dan mengawasi secara lerus menerus terhadap pelaksanaan Anggaran
Kelurahan serta pemungutan Retribusi Kebersihan Rumah Tinggal sesuai dengan
Program Kerja Tahunan (PKT) Kelurahan Menteng dan ketentuan vang berlaku:

2 melakukan evaluasi atas penvampaian laporan dan pertanggungjawaban Anggaran
Kelurahan termasuk hasil penerimaan PBB serta penarikan Retribusi Kebersihan
Rumah Tinggal dari Pemerintah Kelurahan Menteng setiap bulan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 278 lahun 1996 yang berbuny -

Pengawasan terhadap pemerintah  serta  Penggunaan Sumbangan dan Bantuan

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kelurahan dilakukan secara Pengawasan

Melekat dan Pengawasan Fungsional oleh Pengawasan dan ketentuan sebagai berikut:

I Pengawasan melekat dilaksanakan oleh Camat dan Walikotamadya Wilayah vang

bersangkutan
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ToPelakaanaan Penpawasan Fungsional - dilakukan oleh Aparat  Pengawasan

Fungsional vang terdin dan

A Inspektorat lenderal Departemen Dalam Negen

b Inspektorat Wilavah Propinst DKI Jakarta

¢ Inspektorat Wilavah Kotamadya
Pran Pasal 20 Keputusan Gubernur Kepala Dacrah Khusus Thukota Jakarta Nomor
YOR Tahun 1996 vangin berbumg
Penpawasan terhadap  Pengelolaan Anggaran  Kelurahan  dilakukan  secara
Pengavacan NMelekat dan Pengawasan Fungsional oleh Aparat Penpawas Fungsional
dengan ketentuan sehagar berkut
(h Penpawacan Melehat dilaksanakan oleh Camat dan Wahkotamady a ving

bersanghutan
(N Pelak<anaan Pengawasan Fungsional  dilakukan oleh Aparat - Penpawasan
Fungsional
Pengawacan terhadap pengelolaan masalah hevanpan  dv Kelurahan Menteng
dilabeanakan denpan Penpawasan Melekat (Wackaty dan Penpawasan Tunpsional
denpan Ketentuan sehagan benkut
b Peneavasan Melehat dilak sanakan oleh Camat Mentene dan Walikotamads a
Takarta Pusat,
Pengavwasan Tungsional dilakukan oleh Inspektorat Wilinah Kotamadsa Jakarta
Pusat Bio: Pemenmtahan Kotamadsa Jakarta Pusat. Biro KNeuangan Proping
Dacrah Khosus Thukota Jakarta dan Biro Bina Pemenntahan Kelurahan Proping
Praceab Khusus thukota Takara
Sclama tahun 2000 ¢ Propinst Dacrah Khusus Ihukota lakarta 1elah

ilabnban pembimaan reneelolaan APPRKK vang dikuti oleh seluruh Bendaharawan
APPRE termasuk juea wakil dar Kelurahan Menteng denpan penncian sehagn
henk
P Faneeal 3 Tanvan 2000 Pembimaan dan Pemantavan APPKK s Propinst Dacrah

Bhosne thukota Jakarta oleh i Propimst Dacrah Khuss Ihukota Takarta
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berdasarkan Suat Undangan Gubernur Propist Dacrah Khosus thukota Jakarta
Momor 6 ] abun 2000

Fanepal 13 Tanuan 2000 Diklat (Pendidikan dan | atthan) Bendaharawan Dacrah
oleh T Kotamadva Jakarta Pusat berdasarkan Surat Undangan Walikotamads a

Takarta Pusat Nomor 11 Tahun 2000

P

Fanegeal 13 Apnl 2000 Pengelasan Mekamsme dan 1ata Cara Pengelolaan APPRK
v Propma Daerah Khusus Thukota Jakarta olch Tim Propmsi Daerah K husus
Thubora Fakana berdasarkan Surat Undangan Gubernur Propimar Dacrah K husus
ubota akara Nomaor 800 Fahun 2000

bolaneeal 19 Ner 2000 Pembinaan APPKK oleh Lim Kotamadva Jakarta Pusan

berdasarkan Surat Undangan Waliketamadva Jakarta Pusat Nomor 844 Tahun

A

P

Faneeal 16 Aputus 2000 Penjelasan Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan
APPR K di Propmst Dacrah Khusus Thukota lakarta oleh him Propima Dacrah
Ehusus thukoty Takarta berdasarkan Surat Undangan Gubernur Propinst Dacrah
Rhusus thakota Jakarna Nomor 1120 Tahun 2000,

Dengan maten pembimaan sesuar dengan Ketentuan dalam Pasal |18 aval
0 Reputusan Gubernug hepala Dacrah Khusus Ihukota Takarta Nomaor 298 Lahun

F990 vange berhun

v Pembimaan dilakukan dengan cara sebagar berikut

l
A Pembinaan dalam rangha penvusunan dan pelaksanaan Mrogram Kena
Fahunan
h Pembimaan Penvusunan dan Pelaksanaan Anggaran Kelurahan dalam rangha
Pembrshan Program keera Tahunan
¢ Pembimaan Penpgelolaan dan Pertanggungjanwaban Angearan Kelurahan
G Pembimaan dalam rangha penvelengparaan Pemenmtahan Pemngkatan

Pelavaman Masvarakat dan Pembangunan Wilavah Kelurahan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

BABIV
KRESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Sctelah penulis melakukan pembahasan pada Bab sebelumma. maka

penuhis mengambil kesimpulan sehagar berkut

I helnrahan Menteng denpan jumlah karvawan vang sedibit ¢ Torang kanvawan dan
Foonng stah dalam membenkan pelayanan hepada masvarakat berupava
muembenkan vang terbik sesuar dengan Visi dan Misi Pemenntahan KNotamadya
Takama Pusat antra lam denpan pelavanan KPP Gratis, pemvuluhan tentang
hahiva Narhoba (Narkotika dan Obat-obatan terlarang). penertiban Pak Opah,
Ampal canak alanana, Jokisoky Three i One. tukang becak. PRI (Pedagang Kak)
Piman serta Gepeng (Gelandangan dan Pengemis). Pembinaan tentang PRI
Pk Bumn dan Bangunany serta Retnbusi Kebersihan Rumah Tinpeal. dan
sebagamnva

< Anggaran Kelurahan vang selanjutnva disebut APPRK. ds Nelurahan Menteng
disusun dan ditetaphan setiap Tahun Anggaran berdasarkan atas has! Musyawarah
Pembangunan tnghat - Kelurahan dengan berpedoman  pada Program  Kerja
Fahiman (PR 1) di bidang pemenmntahan. pembangunan. serta keamanan dan
hetertihan dengan sumber pemasukkan berasal dan PRI dan Retnibusi Kebersihan
Rumah Fmgeal dan tdak boleh mengambil alih masalah sange menjads weweniang

mstansi lam

4.2 Saran

EDatam upava menjadikan kota Jakarta sehagan Kota Pelavanan (Servace City ) vang
lebih utama adalah menmekathan kinena seluruh Aparat. Kelurahan dr Takana
umommnva dan Aparat Kelurahan Menteng Khususnva melalu peninghatan kuahitas

dan kvantitas aparat. pemvediaan sarana dan prasarana vang memadin serta
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perharkan wstem admimistras, organisase dan e ke sehimgea pelayvanan
mavarakat dapat dilaksanahan secara elisien dalam ar cepat, tepat dan murah,

Dengan telah diberlakukan Otonomr Dacrah seeara mat dan bertangyung pwab,
dihacaphan arar Kelurahan Lun s Propmst Dacrah Khusos Ibukota Jakarta
nmmmmae dan Keluahan Menteng hhususnva dapat menggah potena Lan: diluar
chror g industn dan perdagangan sehagan sumber Pendapatan Al Dacrah

ADY untak menambah branva pembingunan
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PENGUMUMAN
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
TANPA DIPUNGUT RETRIBUSI (GRATIS) DAN MASA BERLAKU
KTP MENJADI 5 TAHUN .

~ Sehubungan dengan telan diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus

<ota Jakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Peitama Atas Peraturan Daerah
rah Khusus |bukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
iduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan Dalam Wilayan
rrah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Dae.ah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakart-
nor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Daerah Khusus
<ota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daeraly, dengan ini diumumian sebagal
ikut ‘

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2000, pelayanan Kartu Tanda Pendudul (KTP) di
Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak dipungut retribusi penggantian biaya cetak
KTP (Gratis) baik untuk pembuatan KTP baru maupun perpanjangan dan penggantian KTP
<arena rusak/hilana serta masa berlaku KT diruiah menjadi 5 (lima) tahun. i

3agi penduduk yang inasih memegang Kartu Tanda Pendudui JUCTP) dengan masa berlaku
3 (tiga) tahun dan masa berlakunya belum herakhir, penggantian dan perubahan masa

berlakunya dilakukan pada saat Kate Tanda Penduduk (KTP) tersebut habis masa
hp.rl::lnn-uu-

Katerlambatan atas kewajiban membuat dan memperpanjang Kartu Tanda Penduduk (KTP),
dikenakan sanlksi administrasi dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Pengum:iman ini, agar warga ‘masyarakat maklum dan dapat melaksanakan
gan tertib dan baik.

uikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2000

/ GUB&%F{NHF}TP OPINSI DAERAH KHUSUS
A ...’fe:\\,"f’“-fé’ IKRTA JAKARTA.,
r"--_./([ ._ A
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